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ABSTRAK 

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

pelayanan publik, ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan publik dan 

jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peaturan perundang-

undangan. Pelayanan publik yang harus diberikan oleh Negara kepada masyarakat 

seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan publik merupakan disetiap instansi penyelenggara Negara, Koorperasi, 

Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk 

pelayanan publik dan badan hukum lain semata-mata untuk pelayanan publik. 

Dalam hal ini Ombudsman memilikki peran penting dalam melakukan 

pengawasan penyelelnggaraan pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2008.Pokok permasalahan dalam penelitian ini terdiri dari 

bagaimana peran lembaga Ombudsman dalam proses penyelsaian laporan 

masyarakat? Dan bagaimana penerapan sanksi yang diberikan oleh Ombudsman 

terkait instansi yang terlapor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran 

Ombudsman RI perwakilan Nusa Tenggara Barat dalam menindaklanjuti laporan 

masyarakat terhadap pelayanan dikantor Pertanahan Kota Mataram. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan penelitian ini menggunkan metode Normatif 

Empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan melakukan 

wawancara langsung untuk mendapatkan informasi dan data-data yang berkaitan 

dengan apa yang menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini. Penelitian ini 

berfokuskan pada eksistensi Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Nusa 

Tenggara Barat dalam melakukan tugasnya untuk menyelsaikan masalah laporan 

masyarakat dalam pemberian pelayanan publik serta peran Ombudsman 

melakukan pengawasan didalam penyelelnggaraan pelayanan publik.dan proses 

penyelsaian Maladministrasi yang terjadi. Dalam hal ini Ombdsman memiliki 

peran dalam proses penyelsaian laporan masyarakat yaitu pada saat menerima 

dokumen maka keasistenan yang membidangi fungsi pemeriksaan melakukan 

pengecekan data dan dokumen, selanjutnya dalam hal hasil pengecekan 

menunjukan sektor atau substansi yang dilaporkan telah sesuai dengan sektor 

yang ditangani dan bersifat mendesak karena menyangkut keadaan tertentu atau 

kondisi darurat yang mengancam keselamatan jiwa dan/atau hak hidup, maka 

keasistenan yang membidangi fungsi pemeriksaan mengajukan kepada anggota 

Ombudsman pengampu/kepala perwakilan untuk menindaklanjuti dengan 

mekanisme Respon Cepat Ombudsman (RCO), selanjutnya pada proses RCO 

tersebut, keasistenan yang membidangi fungsi pemeriksaan dapat langsung 

melakukan tindak lanjut kepada para pihak terkait yang meliputi permintaan 

klarifikasi langsung, pemeriksaan lapangan, permintaan dokumen dan lain-lain.  

Kata kunci : laporan Masyarakat,  Pelayanan publik, Ombudsman 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.    Latar Belakang 

Ombudsman Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga 

pendukung yang tidak muncul dalam semalam, namun telah berkembang di 

hampir semua negara dalam berbagai bentuknya. Galang Asmara menjelaskan 

ombudsman suatu lembaga tidak ada kaitannya dengan sistem hukum yang 

berlaku atau sistem pemerintahan yang dianut lembaga tersebut. Lembaga 

ombudsman dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

7 Tahun 2008 yang disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 7 Oktober 2008. 

Ombudsman memiliki peran penting dalam penerapan prinsip good 

governance dalam konteks pelayanan publik. Cita-cita UUD 1945 sebagai 

konstitusi Negara Kesejahteraan atau Welfare State, yang pernah diterjemahkan 

oleh Bung Hatta sebagai manajemen, juga terkait dengan fungsi Lembaga seperti 

angkatan bersenjata. Ombudsman dapat berperan penting dalam mengawasi dan 

menyalurkan pengaduan masyarakat atas buruknya kualitas pelayanan publik 

birokrasi pemerintah. Jika lembaga ombudsman ini dibentuk dengan undang-

undang, bukan tidak mungkin lembaga ini suatu saat akan dimaknai sebagai 

lembaga yang signifikan secara konstitusional.
1
 

Tugas dan wewenang Ombudsman Republik Indonesia merupakan 

lembaga pengawasan eksternal yang keberadaannya diharapkan dapat 

mengendalikan tugas penyelenggaraan pelayanan publik dan penegakan hukum. 

                                                           
1  Asshiddiqie, J. Perkembangan Dan Konsilidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi 

Jakarta: Sinar Grafika,2010. hal. 55 
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Menurut Ratmintoh, pelayanan publik diklasifikasikan menjadi dua jenis: 

primer dan sekunder. Dan layanan publik atau layanan publik yang disediakan 

oleh organisasi publik. 

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik, ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan publik dan 

pelayanan publik, serta pelayanan administratif yang diatur dengan peraturan 

perundang-undangan. Tujuan utama sektor publik, yaitu penyediaan layanan 

publik, tidak berarti bahwa organisasi sektor publik tidak memiliki tujuan 

keuangan, tetapi secara filosofis konseptual dan operasional berbeda dari tujuan 

profitabilitas di sektor swasta. Tujuan keuangan di sektor swasta berorientasi pada 

memaksimalkan keuntungan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang 

saham, sedangkan tujuan keuangan di sektor publik berorientasi pada 

memaksimalkan pelayanan publik karena menyediakan layanan publik 

membutuhkan dana.
2
 

Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 

Publik menjelaskan bahwa: 

penyelenggaraan pelayanan publik merupakan di setiap instansi 

penyelenggara Negara, Koorperasi, Lembaga Independen yang dibentuk 

berdasarkan Undang-Undang untuk pelayanan publik dan badan hukum lain 

yang dibentuk semata-mata untuk pelayanan publik. 

 

Dalam Pasal 1 Ayat (5) dijelaskan tentang pelaksanana pelayanan publik 

yaitu: 

 

pegawai, pejabat petugas dan setiap orang yang bekerja dalam organisasi 

penyelenggaraan yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian 

tindakan pelayanan publik. 

                                                           
2  Ratmintoh, dan Atik Septi Winarsih. Manajmen Pelayanan. Cet. 4. Pustaka pelajar: 

Yogyakarta.2007. hal. 19 
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Salah satu produk hukum yang dihasilkan Ombudsman dalam 

penyelesaian maladministrasi adalah rekomendasi. Rekomendasi sering diartikan 

sebagai saran, tetapi bisa juga diartikan sebagai nasihat. Hubungan rekomendasi 

dengan tugas dan wewenang ombudsman adalah sebagai saran atau nasihat 

kepada pejabat pemerintah atau penyelenggara negara tentang apa yang harus 

dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang diadukan masyarakat, baik secara 

individual maupun secara sistematis. karena rekomendasi ombudsman terkait 

dengan tugasnya sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang dibentuk 

undang-undang untuk meningkatkan good governance dan menciptakan 

lingkungan yang ramah pelayanan dalam bentuk hukum yang adil. 

Tanpa pengawasan atau pengawalan, tindakan-tindakan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dapat terjadi sesuka hati, setengah hati, asal-

asalan, atau tanpa hati dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik.
3
 

Dalam Hubungannya dengan fungsi pengawasan didalam melaksanakan 

peran dan funginya tersebut juga didukung dengan penegasan tugas ombudsman 

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 

Tentang Ombudsman Republik Indonesia, dinyatakan Ombudsman Republik 

Indonesia Bertugas. 

a. menerima dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik;  

b. Meneliti substansi laporan; dan  

c. Menindaklanjuti laporan yang masuk dalam lingkup kewenangan 

ombudsman. 

                                                           
3  Saldi Isra, Membangun Demokrasi Membongkar Korupsi, sebuah Kumpulan 

Wawancara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 35. 
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d. Melakukan investigasi independen terhadap dugaan 

maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;  

e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau 

lembaga pemerintah lainnya, serta organisasi kemasyarakatan dan 

perseorangan;  

f. Menciptakan jaringan kerja sama;  

g. Upaya mencegah terjadinya maladministrasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik; dan  

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.. 

Maladministrasi Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 

Ombudsman Republik Indonesia Pada Pasal 1 Angka 3 disebutkan bahwa: 

sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melapaui wewenang, 

menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan 

wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakuakan oleh 

penyelenggara negara dan pemerinthan yang menimbulkan kerugian materil 

dan/ atau immateril bagi masyarakat dan orang perseorangan. 

 

Penguatan posisi dan fungsi Ombudsman RI dapat mendorong 

optimalisasi fungsi pengawasan pemerintah. Menurut Nuryanto A Daim, fungsi 

Ombudsman RI karena pengawasan ombudsman RI memiliki karakter khusus 

sesuai dengan karakter ombudsman yang menjunjung tinggi nilai-nilai Universal. 

Rekomendasi Ombudsman telah dipertimbangkan untuk kepentingan 

terlapor dan pelapor, khususnya terlapor agar tidak melakukan tindakan 

maladministrasi di kemudian hari. Pertimbangan diberikan pada kemanfaatan agar 

rekomendasi Ombudsman dapat dilaksanakan secara efektif; Dengan demikian, 

produk rekomendasi Ombudsman terbagi menjadi beberapa bagian : 

1) Rekomendasi yang disusun guna membantu penyelsaian masalah pelapor 

2) Rekomendasi yang menyarankan pemberian sanksi guna pembinaan efek 

jera. 
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3) Rekomendasi yang diperuntukan mencegah agar tidak terjadi tindakan 

maladministrasi. 

4) Rekomendasi untuk mengubah proses atau sistem yang mengakibatkan 

buruknya kualitas pelayanan umum.
4
 

Faktor pemicu masyarakat melapor yaitu karena adanya ketidakpuasan 

didalam pemberian pelayan publik dan itu merupakan alasan utama masyarakat 

melaporkan aduannya. maka berdasarkan latar belakang di atas maka saya tertarik 

untuk mengangkat skripsi dengan judul “Peran Ombudsman Dalam 

Menindaklanjuti Laporan Masyarakat Terhadap Pelayanan Di Kantor Pertanahan 

Kota Mataram”.  

                                                           
4  Masthuri, Budhi.  Mengenal Ombudsman Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramitha, 2005. 

hal. 69. 
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B.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ambil 

Dua pokok permasalahan, yaitu: 

1. Bagaimana  proses penyelsaian maladministrasi oleh ombudsman RI 

Perwakilan Nusa Tenggara Barat yang dilaporkan oleh masyarakat? 

2. Apakah ada pemberian sanksi oleh Ombudsman terhadap kantor Pertanahan 

Kota Mataram terhadap laporan masyarakat terkait aduan tersebut? 

C.   Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan di 

bidang hukum pada umumnya, dan penulis khususnya dapat memperoleh manfaat 

sebagai berikut : 

a. Tujuan penelitian ini yaitu 

a) Untuk mengetahui peran Ombudsman perwakilan Nusa Tenggara 

Barat dalam melakukan pengawasan untuk menindaklanjuti laporan 

masyarakat terhadap pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Mataram. 

b) Untuk mengetahui bentuk penerapan sanksi dan rekomendasi yang di 

berikan oleh Ombudsman di kantor Pertanahan Kota Mataram. 

b. Manfaat penelitian. 

1. Keunggulan teoritis yaitu kemampuan civitas akademika, dosen, 

penulis, dan mahasiswa untuk mengetahui dan memahami ketentuan 

lembaga Ombudsman untuk melakukan pengawasan dalam 

menindaklanjuti laporan masyarakat atas pelayanan di Kantor 

Pertanahan Kota Mataram, sehingga penulisan ini dapat dijadikan 

referensi untuk karya ilmiah yang akan datang dan referensi dalam 



 
 

7 
 

kegiatan belajar mengajar yang relevan dengan permasalahan yang 

diangkat dalam penulisan ini.. 

2. Manfaat secara praktis dari penulisan ini yaitu 

a. Bagi aparat penegak hukum, tulisan ini dapat digunakan sebagai 

pedoman dan bahan pertimbangan dalam menyusun aturan (dalam 

hal ini undang-undang) yang berkaitan dengan pengawasan 

pelayanan publik, sehingga secara hukum dapat menempatkan 

jabatan yang terkait dengan lembaga Ombudsman. 

b. Bagi masyarakat luas, tulisan ini dapat menjadi bahan informasi 

aktual dalam pembentukan masyarakat yang berwawasan hukum.. 

D.   Keaslian Penelitian 

Untuk menghindari kesamaan penulisan dengan penelitian terdahulu, 

maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya yang 

berkaitan dengan penelitian penulis pada tema yang sebanding. 

Menurut tinjauan pustaka penulis, ada beberapa penelitian yang mirip 

dengan tema penelitian, baik dari buku, jurnal, tesis, maupun karya tulis bebas 

yang relevan dengan penelitian yang dipaparkan. 

a. Yusnani Hasjimzoen melakukan penelitian dengan judul “Eksistensi 

Ombudsman Republik Indonesia”. Dalam penelitiannya, ia menjelaskan 

bahwa Lembaga Ombudsman merupakan Lembaga Negara yang lahir dari 

transformasi konsep negara hukum menjadi negara hukum yang 

bertanggung jawab. Tugas ombudsman adalah memantau keberlangsungan 

pemerintahan agar tetap pada jalurnya. Menurut temuan penelitian ini, 
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ombudsman merupakan Lembaga Negara yang dibentuk sebagai pengawal 

pelayanan publik dan didukung oleh undang-undang khusus dan undang-

undang lainnya. Akibatnya, tidak ada alasan untuk meragukan 

keberadaannya secara kasat mata. Karena mencegah ketidakpastian 

masyarakat terhadap pemerintah dan memberikan advokasi bagi 

masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajibannya, lembaga ini menjadi 

alat negara dalam mencapai tujuan kesejahteraan dan keamanan di 

masyarakat.. 

Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis 

yaitu fokus penelitian yang difokuskan pada keberadaan Lembaga 

Ombudsman. 

b. Naufal El Ramadhan melakukan penelitian dengan judul “Posisi 

Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik Dalam 

Struktur Tata Negara Indonesia”. Ia menjelaskan dalam penelitiannya 

bahwa kedudukan Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan 

publik dalam struktur ketatanegaraan Indonesia sudah jelas dan final 

dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan diperkuat dengan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, agar tugas dan 

wewenang ORI dalam menangani perkara dugaan pelanggaran dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dapat diatur. 

Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu 

fokus penelitian lebih pada kedudukan Ombudsman sebagai Badan Pengawas 
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Layanan Publik dalam Struktur Tata Usaha Negara Indonesia dalam penelitian 

ini.. 

c. Tantri Oktari melakukan penelitian dengan judul “Posisi Ombudsman 

Republik Indonesia Dalam Penerapan Good Governance”. Dalam 

penelitiannya, ia memaparkan peran Ombudsman sebagai pengawas 

independen terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang 

diselenggarakan oleh penyelenggara negara, termasuk lembaga swasta 

yang menerima dana negara. Selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui peran ombudsman dalam penyelenggaraan negara 

sebagai pengontrol dan penyeimbang dalam rangka mewujudkan good 

governance.. 

Fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang memfokuskan pada 

posisi Ombudsman sebagai Lembaga Pengawas Independen Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik Dalam Rangka Tercapai Good Governance.. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.   Sejarah Berdirinya Lembaga Ombudsman di Indonesia 

Menurut Poesko terdapat tiga fase pendirian Ombudsman yaitu fase 

pertama adanya pemikiran pembentukan Ombudsman, fase kedua yaitu upaya 

Rintisan pembentukan Ombudsman, Dan fase Terakhir yaitu pembentukan 

Ombudsman. Fase pertama ditandai dengan pengungkapan pandangan dan 

pemikiran dari beberapa sarjana tentang pentingnya pembentukan Ombudsman. 

Beberapa sarjana telah memperkenalkan Ombudsman sejak era pemerintahan orde 

baru. Peran media massa harian umum kompas turut andil memfasilitasi 

pemikiran-pemikiran penting tersebut, seperti tulisan P.K. Ojong tanggal 10 

februari 1967 dan tulisan satjipto Rahardjo tahun 1976 berjudul ombudsman ke 

arah perlindungan waganegara.
5
 

 Fase kedua beranjak dari ide-ide pentingnya keberadan lembaga 

Ombudsman melaului upaya-upaya nyata yang dilakukan oleh pemerintah. Upaya 

ini terbagi menjadi dua pemerinthan, yaitu B.J. Habibie dan K. H. Abdurrahman 

Wahid. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie dilakukan tahapan rintisan yang 

menugaskan Sunarti Hartono melakukan studi banding tentang lembaga dan 

pranata ombudsman ke berbagai negara eropa pada tahun 1999. Dan dari hasil 

studi nya dia mengungkapkan bahwa negara-negara Demokrasi menganggap 

                                                           
5    https://ombudsman.go.id/artikel/artikel-sejarah-dan-tantangan-ombudsman-RI  

diakses tanggal  27 september 2022 

 

https://ombudsman.go.id/artikel/artikel-sejarah-dan-tantangan-ombudsman-RI
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bahwa perlu untuk membentuk lembaga ombudsman dalam rangka memfasilitasi 

masyarakat menyalurkan keluhannya tekait mengenai pelyanan publik. 

 Fase terakhir adalah pembentukan ombudsman. setelah beakhirnya 

pemerintahan B. J. Habibie yang begitu singkat, pada pemerintahan K. H. 

Abdurrahman Wahid meneruskan pemikiran dan upaya pembentukan ombudsman 

dengan memanggil Menteri kehakiman dan HAM dan kejaksaan agung. Latar 

belakang pembentukan Ombudsman oleh K. H. Abdurrahman Wahid yang 

menyatakan “pada saat ini lembaga-lembaga pengawasan tidak efektif. Oleh 

sebab itu perlu dibentuk suatu lembaga pengawasan, dimana Masyarakat 

diikutsertakan. “tepat pada tanggal 10 maret 2000 berdiri komisi Ombudsman 

Nasional melalui penetapan keputusan presiden Nomor 44 Tahun 2000, yang 

dilandasi tiga pemikiran dasar, yaitu peran serta masyarakat melakukan 

pengawasan, peras serta masyarakat untuk meminimalisir penyalahgunaan 

wewenang dan menciptakan keadilan dan kesejahteraan.
6
 

 Kondisi sistem ketatanegaraan yang sangat memprihatinkan, maka timbul 

gagasan untuk mengupayakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, 

bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dengan membentuk lembaga 

pengawasan masyarakat yang mandiri yang akan menampung semua pengaduan 

masyarakat terhadap sikap aparatur negara. aparat. Pemerintah atau aparatur 

negara. Lembaga yang dimaksud adalah lembaga ombudsman, yang diharapkan 

mampu mewujudkan clean governance dan good governance guna melindungi 

                                                           
6  https://ombudsman.go.id/artikel/artikel-sejarah-dan-tantangan-ombudsman-RI  diakses 

tanggal  27 september 2022 

https://ombudsman.go.id/artikel/artikel-sejarah-dan-tantangan-ombudsman-RI
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hukum yang melekat di masyarakat dan mencegah praktik maladministrasi oleh 

penyelenggara negara.
7
 

 Pelayanan dan perlindungan aparatur pemerintah terhadap hak-hak warga 

masyarakat merupakan komponen penting dalam upaya mewujudkan keadilan dan 

kesejahteraan.
8
 

Konsep pendirian lembaga ombudsman di Indonesia pertama kali muncul 

pada tahun 1999. Pada tanggal 8 Desember 1999, Presiden K.H. Abdurrahman 

Wahid (Gus Dur) mengeluarkan keputusan presiden no. 155 Tahun 1999, yang 

membentuk tim untuk mengkaji pembentukan lembaga Ombudsman. Keppres 

tersebut merupakan hasil pembahasan yang telah disepakati sebelumnya antara 

Gus Dur, Marzuki Darusman, dan Antonius Sujata. 

Pada 18 Desember 1999, Antonius Sujata dan Jaksa Agung Marzuki 

Darusman kembali ke Gus Dur untuk meminta klarifikasi terkait adanya Keppres 

No. 155 Tahun 1999, keduanya berpegang pada rekomendasi pembahasan 

sebelumnya, sehingga akhirnya pada 20 Maret 2000 , Gus Dur mengeluarkan 

Keppres No. 44 Tahun 2000 tentang pembentukan Komisi Ombudsman Nasional 

yang ditetapkan ketuanya secara serentak.
9
 

 Kedudukan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi 

Ombudsman Nasional memuat tiga gagasan penting, yaitu: 

1. Pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi pengawasan mendorong 

terselenggaranya pemerintahan yang jujur, bersih, transparan dan bebas 

dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 

                                                           
7  Asmara, Galang, hukum kelembagaan negara (Yogyakarta, Laksbang PRESSindo, 

2016). hal 109-110. 
8  Jazim Hamidi, Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia, (Bandung, PT. ALUMNI, 

2010) hal 145-146 
9  Ongki Setia Kuncoro, Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Ombudsman di 

Indonesia, Artkel Ekonomi dan Manajemen, No 504/Januari 2015. 
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2. Pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara merupakan 

implementasi dari demokrasi, yang dikembangkan dan dilaksanakan 

sedemikian rupa sehingga penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan 

aparatur negara tidak mengarah pada atau memperkecil terjadinya 

maladministrasi. 

3. Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya 

penyelenggaraan negara, penyelenggara pemerintahan, termasuk 

lembaga peradilan, memberikan pelayanan dan perlindungan hak-hak 

warga negara sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan dan 

kesejahteraan bagi seluruh warga negara.  

 

Menurut Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang 

Komisi Ombudsman Nasional, berarti Ombudsman Republik Indonesia : 

Lembaga pengawasan sosial yang berlandaskan Pancasila yang bersifat 

mandiri dan berwenang untuk memantau, mengendalikan, atau 

menyelidiki laporan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan, 

khususnya yang dihasilkan oleh penyelenggaraan pemerintahan, termasuk 

peradilan, khususnya dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. 

 

Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 

2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang di maksud dengan 

Ombudsman Republik Indonesia ini ialah: 

Satuan-satuan pemerintahan yang diberi wewenang baik oleh badan 

administrasi pemerintahan maupun pemerintah untuk mengelola pelayanan 

publik, termasuk perusahaan negara, perusahaan daerah, badan hukum 

negara, dan badan swasta atau perseorangan yang bertugas mengelola 

pelayanan publik tertentu. Layanan yang dananya diperoleh dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara bagian dan/atau anggaran pendapatan 

negara federal. 

 

Ombudsman pada hakekatnya adalah lembaga independen yang 

mengemban misi menerima pengaduan masyarakat terkait lembaga negara (badan 

penyelenggara pemerintahan) sebagai badan publik yang terbatas dan tidak 

memiliki akses ke lembaga peradilan karena polisi lembaga peradilan tidak boleh 

mengintervensi. . . atau pihak lain yang terkena dampak kewajiban dan tanggung 

jawabnya sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. 
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B.   Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

Kondisi perkembangan masyarakat yang dinamis menuntut agar birokrasi 

publik mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih profesional, 

efisien, sederhana dan transparan serta membangun kualitas manusia sesuai 

kemampuan individu dan masyarakat untuk aktif menentukan masa depan. Tujuan 

pengembangan kualitas manusia adalah untuk memperkuat kemampuan manusia 

dengan menciptakan kondisi di mana setiap anggota masyarakat dapat 

mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk mengatur dan menentukan 

masa depannya sendiri. 

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik terkini, negara-negara maju 

menyebut paradigma pelayanan publik sebagai “pelayanan publik baru” atau 

disingkat NPS, sebagai paradigma pelayanan publik yang prima berbasis 

partisipasi masyarakat. Dalam paradigma NPS, administrasi publik menekankan 

partisipasi warga negara dan sektor publik yang lebih besar, yang mengarah ke 

manajemen layanan publik yang lebih berorientasi pasar, menghasilkan 

pergeseran dari politik dan pemerintahan ke manajemen sektor swasta. 

Dari perspektif SPN, penyediaan pelayanan publik diatur berdasarkan 

pertimbangan ekonomi yang rasional. Perumusan kebutuhan dan kepentingan 

publik merupakan gabungan dari kepentingan publik. Pelanggan (masyarakat) 

ditempatkan sebagai pelanggan (klien) sedangkan pemerintah mengarahkan pasar. 

Konsep ini dikembangkan untuk memahami bahwa pelayanan publik yang 

berkualitas memerlukan standar pelayanan untuk menjamin kualitas pelayanan 

publik. 
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Pelayanan yang mengutamakan pengguna dengan menetapkan standar 

pelayanan telah diakui keberhasilannya dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

publik baik di tingkat negara bagian maupun daerah. Namun, upaya tersebut 

dipandang belum cukup karena masyarakat belum sepenuhnya diposisikan 

sebagai pemilik negara yang menyediakan layanan publik tersebut. Tidak cukup 

warga negara dipandang sebagai pelanggan dalam suatu negara yang menganut 

sistem hukum demokrasi yang mengedepankan prinsip demokrasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahannya, tetapi pengguna jasa adalah warga negara 

(citizen) yang dianggap sebagai pemilik (owner). layanan publik.  

Pemikiran ini juga sejalan dengan pemahaman tata pemerintahan yang 

baik dalam koridor masyarakat demokratis, yang mengutamakan konsensus dan 

sinergi komponen tata pemerintahan; dengan kata lain, tata kelola partisipatif 

sangat penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan koridor 

tata kelola pemerintahan yang baik.
10

 

C.   Pelayanan Publik 

Pelayanan publik merupakan salah satu komponen penting dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai pihak cukup memahami pelayanan 

publik sebagai pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Yang dimaksud dengan 

“pelayanan publik” adalah semua barang dan jasa yang disediakan oleh 

pemerintah. Selain itu, Dwiyanto menjelaskan sekali lagi bahwa literatur 

sebelumnya menyatakan “apa yang dilakukan pemerintah adalah pelayanan 

                                                           
10  Ibid, hal. 49; 
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publik. Sudut pandang ini memandang pemerintah sebagai pelayan publik bagi 

warganya. 

Para ahli dapat memiliki berbagai pengertian atau definisi dalam kaitannya 

dengan pelayanan publik. Beberapa pandangan para ahli tentang pelayanan publik 

tersebut adalah sebagai berikut: Secara singkat, pelayanan publik adalah 

pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada warganya, baik secara langsung 

maupun tidak langsung (yakni melalui pembiayaan penyelenggaraan pelayanan 

yang diselenggarakan oleh pihak swasta). Sedangkan pelayanan menurut 

Mahmudi adalah kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara 

pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sebagai penyelenggara, pemerintah bertugas mengelola seluruh sumber 

daya negara, dan hasilnya harus dikembalikan untuk meningkatkan kemakmuran 

seluruh warga negara. Bentuk pengembalian kepada warga dilakukan melalui 

penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel. Tanggung jawab 

pemerintah kepada warga negara meliputi kewajiban untuk menyediakan sarana, 

prasarana, dan kemudahan bagi warga negara yang menggunakan pelayanan 

publik.
11

 

Pelayanan Publik 

Pelayanan barang 

Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis kebutuhan masyarakat, 

                                                           
11 Hendrik Rosdinar, Agus Salim, Pengawasan Dan Advokasi Pelayanan Publik, 

Yappika, Jakarta 2020, hal 6. 
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seperti jaringan telepon, penyediaan listrik, penyediaan air bersih, dan sebagainya. 

Pelayanan jasa 

Pendidikan tinggi dan menengah, pelayanan kesehatan, penyelenggaraan 

transportasi, pelayanan pos, penyehatan lingkungan, pembuangan sampah, 

drainase, trotoar, penanggulangan bencana (banjir, gempa bumi, letusan gunung 

berapi, dan kebakaran), dan pelayanan jaminan sosial (asuransi atau jaminan 

sosial/jaminan sosial ). 

Pelayanan Administratif 

Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Tanah, Akte 

Kelahiran, Akte Kematian, Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), 

Surat Tanda Daftar Kendaraan Bermotor (STNK), Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB), Paspor, dan sebagainya adalah contoh-contoh pelayanan yang diberikan 

kepada publik. 

 

Pelayana publik memiliki standar pelayanan sekuranng-kurangnya 

meliputi:
12

 

a) Prosedur pelayanan, standar prosedur pelayanan bagi pemberi 

pelayanan dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan; 

b) Waktu Penyelesaian, waktu berakhir yang ditentukan sejak pengajuan 

Permohonan sampai selesai, termasuk banding; 

c) Biaya layanan, prosesnya ditentukan sejak permohonan diajukan untuk 

mendapatkan keputusan, termasuk banding; 

                                                           
12  Miftah Thoha, Birokrasi Pemerintah Indonesia Di Era Reformasi, (Jakarta: Kencana, 

2010). hal. 152. 
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d) Produk jasa, hasil jasa sesuai ketentuan yang akan diterima; 

e) Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan pelayanan publik harus 

menyediakan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai; 

f) Kualifikasi penyedia layanan publik Kualifikasi penyedia layanan 

publik harus ditentukan secara tepat sesuai dengan pengetahuan, 

kompetensi, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.. 

 

D.   Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik 

Ombudsman adalah perwakilan atau perwakilan kelompok (Skandinavia). 

Pada tahun 1809, Swedia mendirikan lembaga Ombudsman pertama. Namun 

menurut artikel Bryan Glling “The Ombudsman in New Zealand” terungkap 

bahwa pada masa Kekaisaran Romawi terdapat sebuah lembaga bernama Plebis 

Tribunal yang tugasnya hampir sama dengan Ombudsman yaitu melindungi hak-

hak “plebians”. “(masyarakat lemah) dari penyalahgunaan kekuasaan oleh para 

bangsawan. 

Pada masa kekaisaran Cina (221 SM), sebuah Yuan Kontrol atau Sensor 

dibentuk di Asia, dan bertugas menyelesaikan maladministrasi pejabat kekaisaran 

(pemerintah) dan bertindak sebagai perantara bagi orang-orang yang ingin 

melaporkan keluhan dan aspirasi kepada kaisar. 

Pada masa peradaban Islam, Khalifah Umar Bin Khatab (memerintah 

tahun 634-644) adalah seorang khalifah yang sangat merakyat yang gemar 

melakukan blusukan untuk mengetahui apakah rakyatnya sedang mengalami 

masalah dalam kehidupannya atau tidak, sehingga beliau memposisikan dirinya 

sebagai mubtasib. (orang yang menerima pengaduan) kemudian membentuk Qadi 
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al-Quadat (Ketua Mahkamah Agung) dengan mandat khusus untuk melindungi 

masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. 

Lembaga yang menyelesaikan maladministrasi dan menerima pengaduan 

masyarakat bukanlah hal baru; Swedia adalah yang pertama memasukkan 

lembaga ombudsman dalam konstitusinya. Ombudsman telah berkembang 

menjadi tren konstitusional sebagai pilar demokrasi dan perlindungan hak asasi 

manusia, dengan lebih dari 167 lembaga ombudsman, termasuk ombudsman 

nasional, ombudsman negara, ombudsman daerah, dan ombudsman swasta, 

menjadi anggota Asosiasi Ombudsman Internasional (IOA). Negara-negara 

seperti Filipina, Afrika Selatan, dan Thailand juga memasukkannya ke dalam 

konstitusi mereka. 

Di Indonesia, dasar hukum ombudsman pada awalnya ditetapkan dengan 

Keputusan Presiden No. 155 Tahun 1999, yang dimaksudkan sebagai dasar 

hukum pembentukan ombudsman tetapi kemudian “berubah” menjadi 

pembentukan tim kajian pembentukan dari lembaga ombudsman. Perubahan ini 

menunjukkan bahwa pada awalnya ada kekhawatiran di antara orang-orang dekat 

Presiden Abdurrahman Wahid tentang efektivitas fungsi pengawasan ombudsman 

dalam lingkungan politik saat ini, meskipun telah dipersiapkan secara memadai. 

Namun, pemimpin negara saat itu, Gus Dur, tidak pernah menolak pembentukan 

Ombudsman di Indonesia yang telah direncanakan bersama Marzuki Darusman 

dan Antonius Sujata. Akhirnya pada tanggal 10 Maret 2000, dikeluarkan 

Keputusan Presiden (Pengganti) Nomor 44 Tahun 2000 tentang pembentukan 

Komisi Ombudsman Nasional (KON). 
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Strategi rendah Ombudsman telah menghasilkan peningkatan dukungan 

publik dari pihak ketiga. Bantuan ini bisa ditelusuri sejak masuknya Ombudsman 

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan 

Nasional (Propenas) hingga terbitnya TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001, yang 

mengarahkan eksekutif untuk menyusun Undang-Undang Ombudsman. 

Pembentukan Keputusan Presiden (pengganti) Nomor 44 Tahun 2000 

tentang pembentukan Komisi Ombudsman Nasional (KON) dinyatakan tidak 

berlaku, begitu pula keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 

1999 tentang Tim Kajian untuk membentuk lembaga ombudsman. 

Setelah delapan tahun perdebatan dalam UU Ombudsman, UU 

Ombudsman No. 37 Republik Indonesia Tahun 2008 dibuat dengan Lembaran 

Negara No. 139 Tahun 2008 dan Perubahan Lembaran Negara 4899 yang telah 

disahkan dan diberlakukan. 7 Oktober 2008. Selain itu, Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2008 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Negara dan 

Penyelenggaraan Negara, termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, 

dan BHMN, serta badan usaha swasta dan orang-orang yang dipercayakan untuk 

mengelola pelayanan publik tertentu pada saat dana yang seluruhnya atau 

sebagian berasal dari anggaran pendapatan dan belanja pemerintah dan/atau orang 

yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu dan yang dananya 

diperoleh seluruhnya atau sebagian dari anggaran pendapatan dan belanja 

pemerintah; / atau individu. 

E.   Pengertian Maladministrasi 
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Maladministrasi didefinisikan sebagai tindakan yang menyimpang dari 

etika administrasi atau tindakan administratif yang menghalangi tercapainya 

tujuan administratif. Selama ini banyak orang yang terjebak dalam memahami 

maladministrasi sebagai penyimpangan administrasi “arti sempit”; penyimpangan 

hanya berkaitan dengan pembukuan dan penulisan. 

Perbuatan maladministrasi tidak termasuk penyimpangan yang tidak 

bersifat rutin. Bahkan, banyak orang sekarang memahami istilah 

"maladministrasi" lebih luas daripada sebelumnya. Maladministrasi secara luas 

diartikan sebagai komponen penting dari arti administrasi itu sendiri. Sebelum 

membahas lebih dalam mengenai maladministrasi, perlu ditegaskan terlebih 

dahulu tentang administrasi. 

Secara leksikal, administrasi mengandung 4 (empat) arti, yaitu: 

1.  Usaha dan kegiatan yang menyangkut penetapan tujuan dan cara 

pengorganisasian dan pembinaan organisasi 

2. Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan 

untuk mencapai tujuan 

3. Kegiatan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan, dan 

4. Kegiatan administrasi dan perkantoran.
13

 

 

Prajudi Atmosudirjo membagi pengertian administrasi dalam 2 (dua) 

kelompok pengertian, yaitu: 

                                                           
13  NN, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 

Jakarta; Balai Pustaka, 1994. 
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1. Sempit; administrasi diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan 

kegiatan operasional terbatas seperti surat menyurat, pengetikan, 

pencatatan, pembukuan ringan, dan kegiatan dinas teknis. 

2. Administrasi secara luas didefinisikan sebagai proses kelompok manusia 

(orang) yang bekerja sama dengan cara yang efisien untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
14

  

Liang Gie mendefinisikan administrasi publik atau administrasi 

negara sebagai usaha kerja sama dalam hal-hal yang menyangkut negara 

pada umumnya sebagai upaya memberikan pelayanan kepada seluruh 

kehidupan manusia dalam suatu negara. 

Administrasi meliputi segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha 

pelayanan umum negara (Lembaga Negara) kepada masyarakat, bukan hanya 

sekedar penulisan dan pembukuan. Karena konsep administrasi publik lebih dari 

sekedar pembukuan, maka maladministrasi harus dipahami secara luas mencakup 

penyimpangan dari fungsi pelayanan publik yang dilakukan sehari-hari. pejabat 

negara (termasuk anggota parlemen) kepada masyarakat umum. 

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang di maksud dengan 

maladministrasi adalah: 

 

Perbuatan atau tindakan melawan hukum, pelampauan wewenang, 

penggunaan wewenang untuk tujuan selain yang diberikan, termasuk 

kelalaian atau kelalaian dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh 

                                                           
14  Atmosudirjo, prajudi, Administrasi dan manajemen umum, seri pustaka ilmu 

Administrasi, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1984. hal. 50 
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negara dan penyelenggara negara, sehingga menimbulkan kerugian 

materiil dan/atau nonmateri bagi masyarakat dan individu. 

 

Maladministrasi didefinisikan dalam Rancangan Undang-Undang 

Ombudsman Republik Indonesia yang disusun oleh Komisi Ombudsman Nasional 

dan menjadi inisiatif DPR periode 1999-2004, sebagai penyimpangan, 

pelanggaran, atau pengabaian terhadap kewajiban hukum dan keputusan 

masyarakat, sehingga tindakan yang diambil tidak sesuai dengan prinsip-prinsip 

umum tata pemerintahan yang baik. (Pemerintahan yang baik). 

Parameter yang dijadikan sebagai ukuran terjadinya suatu perbuatan 

maladministrasi adalah:  

1) Persyaratan hukum yang ketat 

2) Nilai-nilai yang sesuai yang berlaku dalam masyarakat (living 

law) 

3) Prinsip tata kelola yang baik secara umum (AAUB). Prinsip 

umum good governance pada hakekatnya merupakan kristalisasi 

dari prinsip akuntabilitas publik, transparansi/keterbukaan, dan 

supremasi hukum, yaitu:  

a.  Akuntabilitas publik mensyaratkan bahwa semua perilaku dan 

tindakan pejabat publik dalam hal pembuatan kebijakan publik, 

keuangan, dan hukum dapat dipertanggungjawabkan kepada 

publik. 

b. Transparansi/keterbukaan publik berarti bahwa setiap pejabat 

publik wajib menyediakan dan mengungkapkan informasi publik 
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secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif, baik diminta oleh 

publik maupun tidak. 

c. Dalam hal kepastian hukum (rule of law), setiap pejabat publik 

wajib memberikan jaminan dan rasa keadilan masyarakat atas 

setiap kebijakan publik yang diambil..
15

 

 Prinsip penegakan hukum dalam good governance tidak hanya berlaku 

pada hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), tetapi juga mencakup 

norma kesusilaan. 

Konsekuensi logis setiap pejabat publik dalam menjalankan fungsi pelayanan 

publik adalah kewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh 

warga masyarakat (equality before the law). Dengan demikian, tindakan pejabat 

publik yang tidak sesuai dengan prinsip umum good governance, seperti tindakan 

dalam membuat kebijakan publik yang tidak transparan atau partisipatif, tidak 

dapat dipertanggungjawabkan secara publik, dan tindakan yang tidak sesuai 

dengan semangat negara hukum. dapat dikategorikan sebagai tindakan 

maladministrasi. 

Maladministrasi juga dapat diartikan sejauh mana pejabat publik memenuhi 

persyaratan penegakan demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia 

dalam menjalankan fungsinya sehari-hari sebagai penyelenggara pelayanan publik 

F.   Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia 

Dalam menjalankan tugas pokok dan kewenangannya, Ombudsman di 

Indonesia didukung oleh dua undang-undang sekaligus, yakni Undang-Undang 

                                                           
15  Hardijanto, pendayagunaan Aparatur Negara Menuju Good Governance, Work Paper 

TOT, 2000 
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Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam menjalankan tugas, 

fungsi, dan kewenangannya, Ombudsman memiliki manfaat imunitas, yang berarti 

tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau dituntut di pengadilan 

oleh semua pihak.
16

 

Pengertian Ombudsman telah dirumuskan sebagaimana diatur dalam pasal 

1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 

Indonesia : 

Ombudsman Republik Indonesia atau disebut juga Ombudsman adalah 

lembaga pemerintah yang diberdayakan untuk memantau penyelenggaraan 

pelayanan publik yang diselenggarakan oleh negara dan lembaga 

penyelenggara pemerintahan, termasuk penyelenggaraan BUMN, BUMD, 

dan BUMN. layanan yang dimiliki. - Memiliki badan hukum dan badan 

swasta atau orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan layanan 

publik, seluruhnya atau sebagian. 

 

Penguatan posisi dan fungsi lembaga Ombudsman harus mendorong 

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Sebab, pengawasan 

Ombudsman memiliki karakter tersendiri yang sesuai dengan karakter 

Ombudsman yang menjunjung tinggi nilai-nilai universal. Sifat pelaksanaan saran 

dan masukan Ombudsman yang sifatnya tidak nyata dan berbeda dengan sifat 

pelaksanaan di pengadilan umum untuk perkara perdata memerlukan dukungan 

DPR/kontrol Fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang berwenang 

melakukan kontrol atas kebijakan pemerintah, dan diperkuat melalui kesadaran 

masyarakat yang kritis untuk berani melakukan kontrol sosial.
17

 

                                                           
16  Lihat ketentuan yang diatur dalam pasal 10 UU No. 37 Tahun 2008 tentang 

Ombudsman Republik   Indonesia jo. Peraturan Ombdsman No, 8 Tahun 2011 tentang Grand 

Design Ombudsman Republik Indonesia tahun 2011-2026. 
17  Tjandra, Riawan, peradilan tata usaha Negara; Mendorong Terwujudnya 

pemerintahan yang bersih dan berwibawa, Yogyakarta; Universitas Atma Jaya, 2009. hal. 222. 
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Penjelasan umum Undand-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 

Ombudsman Republik Indonesia menjabarkan: 

Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh 

Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, antara lain 

kesopanan, keadilan, nondiskriminasi, ketidakberpihakan, akuntabilitas, 

keseimbangan, keterbukaan, dan kerahasiaan. Undang-undang ini 

mengatur tugas Ombudsman, antara lain menyelidiki laporan dugaan 

maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

 

Pasal 8 Undang-Undang Ombudsman, mengatur secara tegas kewenanga 

yang dimiliki Ombudsman, diantaranya adalah: 

(1) Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaiman dimaksud dalam pasal 6 

dan pasal 7, Ombudsman berwenang: 

a. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis tentang laporan 

yang disampaikan kepada Ombudsman dari pelapor, terlapor, atau 

pihak terkait lainnya. 

b. Menyelidiki keputusan, korespondensi, atau dokumen lain yang 

diberikan kepada pengadu atau terlapor untuk menentukan 

kebenaran laporan. 

c. Meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang 

ditangani oleh instansi manapun untuk keperluan pemeriksaan 

laporan dari instansi terlapor. 

d. Memanggil pelapor, terlapor, dan pihak lain yang terlibat dalam 

penyelidikan. 

e. Melengkapi laporan atas permintaan para pihak melalui mediasi 

dan konsiliasi. 

f. Membuat rekomendasi penyelesaian laporan, termasuk kompensasi 

dan/atau rehabilitasi bagi pihak yang dirugikan. 

g. Menyebarluaskan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi untuk 

kepentingan publik. 

 

 

 

(2) Ombudsman berwenang selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1): 

a. Membuat rekomendasi kepada Presiden, Kepala Negara, atau 

Perdana Menteri negara lain untuk memperbaiki struktur organisasi 

dan/atau penyelenggaraan pelayanan publik. 

b. Membuat rekomendasi kepada DPR dan/atau Presiden Daerah 

Perwakilan Rakyat dan/atau Gubernur Daerah untuk mengubah 
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undang-undang dan prosedur lain untuk memberantas 

maladministrasi.. 

 

Pasal 8 ayat (1) kewenangan berkaitan dengan praktek pengawasan yang 

dilakukan sebagai penyidikan mandiri terhadap peraturan perundang-undangan. 

dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.   Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang bertitik 

tolak dari peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saat ini sebagai hukum 

positif dan atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang 

merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas (kepatutan).
18

 Di 

samping itu, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan Perundang-

Undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek 

pelaksanaanya yang menyangkut permasalahn atau isu hukum yang diteliti.
19

 

Pendekatan yuridis empiris yakni dengan melihat kenyataan yang ada 

dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara 

sosiologis yang dilakukan dengan secara langsung dilapangan. 

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis 

empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan untuk menemukan 

permasalahan nyata yang terjadi kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta teori hukum yang ada. 

Pendekatan hukum sosiologis mengidentifikasi dan 

mengkonseptualisasikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional 

dalam sistem dunia nyata. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan peneliti 

                                                           
18  Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta; 

Rajagrafindo Persada, 2012, cet. 5, hal. 118. 
19  Sumhudi, M. Aslam, Komposisi Disain Riset, lembaga penelitian Universitas Trisakti, 

Jakarta, hal.45-47. Lihat pula: Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitan Hukum, Jakarta; Penerbit 

Universitas Indonesia (UIPress),1986, hal. 9-10. 
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yang dikaitkan dengan teori hukum dan mengkaji realitas masyarakat berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Penelitian empiris adalah penelitian yang menggunakan data lapangan 

sebagai sumber data primer, seperti wawancara dan hasil observasi. 

B.   Pendekatan Penelitian 

a) Metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan 

dalam penelitian ini, yaitu penelitian yang mengutamakan bahan hukum 

berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam 

melakukan penelitian. 

b) Pendekatan konseptual adalah jenis pendekatan penelitian hukum yang 

memberikan sudut pandang. konsep-konsep yang digunakan. 

c) Pendekatan kasus adalah suatu jenis pendekatan dalam penelitian hukum 

normatif dimana peneliti berusaha mengkonstruksikan argumentasi hukum 

dari sudut pandang kasus-kasus konkrit yang terjadi di lapangan, yang 

tentunya berkaitan erat dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di 

lapangan. lapangan. 

d) Pendekatan sosiologis untuk menjelaskan keadaan sosial yang mencakup 

struktur atau deskripsi fenomena sosial yang saling berhubungan. 

C.   Lokasi penelitian 

Peneliti memilih Ombudsman Kantor Perwakilan RI Provinsi Nusa 

Tenggara Barat sebagai lokasi penelitian. Penulis memilih lokasi ini karena 

lembaga Ombudsman berfungsi sebagai lembaga pengawas eksternal 

penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat. 
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D.   Jenis Data dan Sumber Hukum 

Untuk memecahkan masalah hukum dan memberikan resep tentang apa 

yang seharusnya, diperlukan bahan penelitian. Akibatnya, bahan hukum sekunder, 

terutama buku dan teks, digunakan dalam penelitian, karena buku teks berisi 

prinsip-prinsip dasar hukum dan pandangan klasik ahli hukum yang berkualifikasi 

tinggi.
20

 

1. Sumber Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat secara hukum, 

seperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang 

Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Ombudsman 

Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara 

Penerimaan, Pemeriksaan, dan Pelengkapan Laporan. 

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan 

hukum primer, seperti buku-buku yang ditulis oleh ahli hukum 

yang memberikan landasan teoretis, filosofis, dan interpretatif 

untuk bahan hukum primer. 

2. Sumber Data  

                                                           
20  Marzuki, Peter Mahmud, “Penelitian Hukum”, Jakarta; Kencana Prenada Media 

Group, Edisi Revisi, 2005.hal.181-183. 
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a) Data primer, atau informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya, 

seperti observasi lapangan atau wawancara yang dilakukan dengan 

mengajukan pertanyaan dari daftar. 

b) Data sekunder, seperti data atau informasi penelitian, merupakan data 

siap pakai yang tidak memerlukan pengolahan lebih lanjut. 

Setelah dilakukan penelitian terhadap dokumen/perpustakaan, akan 

dilakukan pemeriksaan terhadap tugas dan wewenang Ombudsman dalam 

penyelesaian maladministrasi oleh penyelenggara dan/atau penyelenggara layanan 

publik. 

E.   Teknik Dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data 

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pertanyaan 

langsung dari informan. Selama wawancara, terjadi interaksi antara pewawancara 

dan informan. Wawancara tatap muka dengan narasumber dilakukan. Hal ini 

dilakukan dengan beberapa informan yang telah disebutkan sebelumnya dengan 

mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti. 

Peneliti melakukan wawancara semi terstruktur dan tidak terstruktur. 

Setiap pertanyaan dalam wawancara semi-terstruktur memiliki banyak jawaban. 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang 

hanya berpedoman pada garis besar masalah. Sebagaimana dirinci dalam tabel di 
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bawah ini, beberapa informan diwawancarai untuk tujuan penelitian di berbagai 

waktu dan tempat : 

 

 

 

Tabel Informan Penelitian 

No Informan Jabatan 

1 Arya Wiguna, SH.,MH Kepala Keasistenan 

Penerimaan Laporan 

2 Ida Ayu Wayan 

Meryawira Sandidevi, 

SH.,MH 

Staf Keasistenan 

bagian Pemeriksaan 

laporan 

3 Inisial R 

Inisial S 

Inisial A 

Masyarakat/Pelapor 

Masyarakat/Pelapor 

Masyarakat/Pelapor 

Jumlah 5 Orang Informan 

Sumber: Hasil Penelitian 2022 

2. Dokumentasi 

Pengumpulan data dilakukan melalui pemeriksaan langsung terhadap 

sumber dokumentasi terkait. Dengan kata lain, dokumentasi adalah pengumpulan 

data melalui dokumen tertulis dan media elektronik. 

3. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data yang memerlukan 

pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap objek yang diteliti. 

F.   Analisa Bahan Hukum/Data 

Penulisan Hukum merupakan salah satu cara untuk menelaah 

permasalahan hukum secara lebih komprehensif dalam arti memahami hukum 

sebagaimana diketengahkan Hans Kelsen. Kekhasan penulisan hukum sebagai 
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salah satu cara untuk memahami hukum lebih mengena dan mampu menempatkan 

hukum pada proporsinya serta dalam konteks permasalahan tertentu ia mampu 

memecahkan masalah tertentu.
21

 

Analisis dilakukan terhadap pasal-pasal yang memuat asas-asas hukum. 

Setelah analisis, konstruksi dilakukan dengan memasukkan artikel terkait ke 

dalam kategori berdasarkan pemahaman sistem hukum dasar. Sumber peneliti 

sebagai praktisi Ombudsman merupakan bahan tambahan dalam perluasan 

interpretasi melalui suatu analisa, sedangkan bagi pelaksanaan tugas dan 

wewenang Ombudsman dalam menyelsaikan maladministrasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

teknik pendekatan kualitatif untuk data non numerik atau tidak dapat dihitung, dan 

tahap pengolahan data yang digunakan adalah display data dan editing data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21  Dirdjosisworo, soedjono, Memorandum Hukum; Media untuk Melatih penulisnya 

Menerapkan Hukumm Positif dalam Menyelsaikan Perkara, Jakarta; Ghalia Indonesia,2002,hal 

14. 
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G.   Jadwal Penelitian 
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ri 

2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1 Pengajuan 

Judul 

                

2 Penetapan 

Judul 

                

3 Studi 

Pustaka/ 

Literatur 

                

4 Penyususn

an 

proposal 

                

5 Konsultasi

/ 

Revisi 

                

6 Seminar 

Proposal 

                

7 Penyusuna

n 

Hasil 

Penelitia 

                

8 Konsultasi

/ 

Revisi 

                

9 Seminar 

Hasil 

Penelitian 
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